
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku  

Abdullah Rozali, 2009. Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu 

Legislatif), Rajawali Pers, Jakarta. 

Agus Dwiyanto, 2005, Mengapa Pelayanan Publik Mewujudkan Good 

Governance, UGM Press, Yogyakarta. 

Andre Ata Ujan, 2001, Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John 

Rawls, Penerbit Kanisius, Yogyakarta. 

Andrianto, Nico, 2007, Good e-Goverment:Transparansi dan Akuntabilitas Publik 

Melalui e-Government, Bayumedia Publishing, Malang. 

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. 

Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

Armaidy Armawi & Ichsan Amal, 1996, Keterbukaan Informasi dan Ketahanan 

Nasional, UGM Press, Yogyakarta. 

Arikunto Suharsimi, 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Rieneka 

Cipta, Jakarta. 

Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum dalam Praktek, PT. Sinar Grafika, 

Jakarta. 

Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. 

Danrivanto Budhijanto, 2010, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi 

Informasi: Regulasi & Konvergensi, Cetakan Pertama, PT Refika 

Aditama, Bandung. 

Eep Saefulloh Fatah, 1997, dalam Evaluasi Pemilu Orde Baru, mengapa 1996-1997 

Terjadi Pelbagai Kerusuhan? Seri Penerbitan Buku Studi Politik, Penerbit 

Mizan bekerja sama dengan Kronik Indonesia Baru dan Laboratorium 

Ilmu Politik FISIP UI, Jakarta. 

Franz Magnis-Suseno, 2019, Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan 

Modern, Cetakan Pertama, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

Hafid Abbas (Ed.) 2016, Ensiklopedis Pemikiran Yusril Ihza Mahendra, Buku 

Ketiga: Islam, Negara dan Keindonesiaan, Media Consultant & 

Publishing, Jakarta. 

Hoesein Zainal Arifin dan Arifudin, 2017. Penetapan Pemilih dalam Sistem  

Pemilihan  Umum,  Rajawali  Pers, Depok. 



 

 

John Rawls, 1917, A Theory Of Justice(Revised Edition), The Belknap Press Of 

Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 

Karen Leback, 1986, Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan:Analisis Kritis 

Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nazick, Reinhold 

Neibuhr, Jose Porfirio Miranda), diterjemahkan oleh Yudi Santoso, 

Nusamedia. 

Khairul Fahmi, 2021, Pembatasan Hak Pilih Warga Negara, Rajawali Pers, Depok. 

Kusnardi, 1988, Pengantar Tata Negara Indonesia, PD Budi Chaniago, Jakarta. 

Mahfud MD, 2017, Politik Hukum di Indonesia, Cetakan Ketujuh, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta. 

--------------- 2011, Kedudukan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem 

Ketatanegaraan Kita, AlFaqih-Supra Note 4, Jakarta. 

Nurul Huda, 2018,  Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, FOKUS 

MEDIA, Bandung. 

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta. 

Rasyid Ryaas, 1998, Desentralisasi   dalam   Menunjang   Pembangunan   Daerah   

dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta. 

Pandji Santosa, 2008. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. 

Refika Aditama, Bandung. 

Sirajuddin, Dkk, 2012, Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Keterbukaan Informasi 

dan Partisipasi), Setara Press, Malang. 

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015. Penelitian Hukum Normatif, Rajawali 

Pers, Jakarta. 

-----------------------, 2014. Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia 

Press, Jakarta. 

Suparman Marzuki, 2007. Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, PUSHAM 

UII, Yogyakarta. 

Zulfikri Suleman, 2010, Demokraasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung 

Hatta, Penerbit Kompas, Jakarta. 



 

 

B. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018 tentang 

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

 

C. Jurnal dan Hasil Penelitian 

Adam Muhshi, 2018, Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung 

Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Governance, Lentera Hukum, 

Vol. 5, No. 1. 

Ade Suhendar, 2008. Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah 

Menuju Good Governance, Jurnal Hukum Universitas Hasanuddin 

Makassar, Vol. 2, No. 2. 

Ananthia Ayu D, dkk, 2019, Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era 

Ekonomi Digital, Kepaniteraan dan Sektretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi, Vol. 2, No. 1. 

Cynthia,H , 2018. Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam 

Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal HAM, Vol.9, No.2. 

Dewi, S, 2017. Prinsip –Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit 

Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya, Sosiohumaniora, 

Vol.19, No. 3. 

Dian Ekawati, 2018. Perlindugan Hukum  Terhadap  Nasabah Bank  yang  

Dirugikan  Akibat  Kejahatan Skimming Ditinjau dari Perspektif 

Teknologi Informasi dan Perbankan, Jurnal Unnes Law Review Vol. 1, 

No. 2. 

Dian Kus Pratiwi, dkk, 2020. Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara 

di Sekolah, JAMALI, Vol 1, No 1. 

Elfian Fauzi dan Nabila Alif RS, 2022, Hak Atas Privasi dan Politik Hukum 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data 

Pribadi, Vol. 7, No. 3. 

Endang Retnowati, 2017. Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance, 

Jurnal  Perspektif, Vol 17, No 1.



 

 

Hamdan Zoelva, 2012. Constituional Complaint dan Constitutional Question Dan 

Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Jurnal Media 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi’yah, Jakarta, Vol 19, 

No 1. 

Hereyanto, 2017. Analisis Capaian Keterbukaan Informasi Publik Pada 

Pemerintah Kota Banjarmasin, Meta Communication; Journal Of 

Communication Studies, Vol 2, No. 2. 

Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019. Urgensi Keterbukaan Informasi dalam 

Pelayanan Publik sebagai UpayaMewujudkan Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik, Adminitrative Law & Governance Journal, Vol. 2, No. 2. 

Lia Sautunnida, 2018. Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di 

Indonesia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2. 

Muhammad Alfian Kusnaldi,dkk, 2022, Perlindungan Data Pribadi dalam 

Penyelenggaraan Pemilu: Tantangan dan Tawaran, Lex Renaissance, Vol. 

7, No. 4. 

Nela Mardiana dan Meilan Arsanti. 2023. Urgensi Perlindungan Data Pribadi 

Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Rechten, Vol 1, No 1. 

Patawari, 2019. Penataan Hukum Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota DPR yang 

Aspiratif, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 2. 

Sinta Dewi, 2016. Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi 

Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia, Jurnal 

Yustisia, Vol. 5, No. 1. 

Syarpani, 2014. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Media 

Elektronik (Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Beraja Niti, Vol 3, No. 

6. 

Yudhitiya Dyah Sukmadewi dan Kartika Widya Utama, 2019. Relevansi Undang-

Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Asas Kemanfaatan, Jurnal 

Fakultas Hukum Diponegoro, Vol 5, No 1. 

Yogi Zul Fadhli, 2016. Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 

dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara, Jurnal 

Konstitusi, Vol 13, No 4. 

Yusron Munawir, 2023. Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana 

Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024, Legacy Jurnal 

Hukum dan Perundang-undangan ,Vol. 3,No.2. 

 



 

 

D. Internet 

Anggi Tondi Martano, Pengesahan   UU   PDP   Era   Baru   Tata   Kelola   

Data   Pribadi,https://mediaindonesia.com/  

Administrator, 2023, Minim Keterbukaan, KPU Dinilai Tak Pahami UU 

Keterbukaan Informasi,https://www.kompas.id/ 

Administrator, 2019, Buka Informasi Profil Caleg Demi Kepentingan Pemilih, 

https://perludem.org/i 

 

https://perludem.org/i

